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Panitia Akui Ada Pungutan
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menilai ada tujuan atau moti-
vasi lain,” kata Ahmad.

Selain itu, Ahmad juga me-
minta kepada penegak ho-
kum, agar bisa melakukan
pengusutan yang sama pada
sekolah lainnya, sebab mo-
dus yang sama juga kerap
dilakukan dengan dalih da-
na yang dialokasikan pemer-
intah kurang mencukupi

untuk membiayayai opera-
sional sekolah, sehingga hal
semacam ini dijadikan ala-
san pihak sekolah melaku-
kan pungutan.

Sementara Ketua Panitia
Ujian Kompetensi di SMK
Negeri 1 Tolitoli, Hj Warlia,
saat dikonfirmasi mengenai
pungutan itu, membenarkan
adanya pemberlakuan pun-
gutan yang dilakukan pihak
sekolah. Dia menjelaskan,
pungutan kepada ratusan

murid kelas ujian itu, bu-
kan hanya diterapkan  ta-
hun ini, namun juga diber-
lakukan sejak tahun-tahun
sebelumnya. :

“Ini sudah berlaku tahun
sebelumnya, bahkan pem-
bayaran ujian kompetensi ta-
hun ini sudah turun jadi Rp200
ribu, kalau tahun lalu setiap
murid harus bayar Rp300 ribu,
begitu juga uang les yang sebe-
lumnya hanya Rp100 ribu, kini
menjadi Rp50 ribu,” jelas.(yus)
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Polres Tolitoli
Diminta Lakukan

Pengusutan

TOLITOLI - Terus berulang-
nya dugaan Pungutan Liar
(Pungli) terhadap ~siswa-siswi
SMK Negeri 1 Tolitoli setiap ta-
hun, selain menjadi keluhan
orangtua_siswa, hal tersebut
akhimya memicu reaksi LSM
dan meminta aparat Kepolisian
segera melakukan pengusutan.
“Prilaku semacam ini setiap ta-
hun terus terulang, setiap ta-
hun juga kami permasalahkan
ke Dinas, tapi tidak ada tangga-
pan, makanya dengan tegas ka-
mi nyatakan, jika Polres Tolitoli
tidak melakukan pengusutan,

maka kami akan mengerahkan
massa untuk mendesak Polres,”
tegas Direktur Yayasan Bumi
Bakti, Ahmad Pombang lepada
Radar Sulteng, kemarin.

Ahmad  mengatakan, . jika
aparat Kepolisian tidak segera
mengambil tindakan, maka
prilaku Pungli yang cukup mem-
bebani masyarakat, khusus-
nya yang kurang mampu akan
terus terjadi, pasalnya Dinas
Pendidikan yang semestinya
dapat mengatasi dan bisa meng-
hentikan masalah tersebut, j
tru terkesan melakukan pembi-
aran, sehingga sejumlah sekolah
saat ini begitu leluasa melakukan
Pungli.

Ahmad mengungkap-
kan, pembenan biaya sebesar
Rp250.000 per siswa bagi 315

siswa-siswi kelas 11l dengan da-
lih sebagai pembayaran ujian
kompetensi dan biaya les terse-
but, sengaja dikeluhkan orang-
tua siswa kepada lembagan-
ya, pasalnya rata-rata orangtua
siswa yang datang mengeluh, ti-
dak terima dengan pembeban-
an biaya tersebut. Namun eng-
gan ‘mempersoalkan kepada
pihak sekolah, dengan alasan
takut anaknya dipersulit atau
mendapat intimidasi.

Apalagi, menurut Ahmad ber-
dasarkan ~ pengakuan orang-
tua siswa, pungutan tersebut
ditetapkan tanpa lakukan musy-
awarah di tingkat komite, se-
hingga orangtua siswa tidak di-
berikan kesempatan untuk me-
nyanggah besaran biaya pem-
bayaran yang ditetapkan. “Selain

tidak memiliki payung hukum
dalam menetapkan kebijakan,
pihak sekolah juga tidak mem-
bahas masalah pungutan den-
gan komite sekolah, buktinya
orangtua siswa tidak dilibatkan
sebelum memutuskan,” tambah
Ahmad.

Dikatakan Ahmad, anggaran
sebesar Rp250.000 untuk setiap
siswa memang tidak berpenga-
ruh bagi orangtua siswa yang cu-
kup mampu, namun bagi mer-
eka yang tidak mampu, ini san-
gat memberatkan, terlebih pun-
gutan tersebut jika diakumulasi
bisa mencapai sekitar Rp78 juta.
“Dana sebesar Rp78 juta untuk
membiayai ujian kompetensi,
saya kira tidak masuk akal, kami
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